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PENETAPAN 
Nomor  16/Pdt.P/2022/PN Skl. 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara permohonan pada 

tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan 

permohonan yang diajukan oleh :  

Antoni Berampu, tempat/tanggal Lahir Berampu, 27 Maret 1978, pekerjaan 

PNS (Pegawai Negeri Sipil), Agama Islam, bertempat tinggal di 

Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota 

Subulussalam, selanjutnya disebut PEMOHON; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

 Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil                           

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skl tanggal 06 September 2022 tentang 

penunjukan Hakim; 

 Telah membaca surat permohonan Pemohon; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal                 

10 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil 

tanggal 06 September 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skl 

yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :  

 Bahwa Pemohon memiliki Keponakan bernama ADE SUPRIANTO 

BERAMPU, tempat lahir di di SIDIKALANG, tanggal 09 Februari 2002, 

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan ex-pelajar, agama Islam, alamat di 

Desa Penanggalan, Kecamatan Penangalan, Kota Subulussalam. 

 Bahwa ADE SUPRIANTO BERAMPU saat ini hendak mengikuti 

seleksi Calon TNI-AD tahun 2022 yang dilaksanakan di Banda Aceh, 

dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya 

surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengijinkan untuk di 

walikan anak nya. 

 Bahwa Orang Tua dari Keponakan Pemohon saat ini berada di 

Sumatera Utara, Kab.Dairi tepatnya di Sidikalang dan Keponakan 

Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon, sehingga orang 

tuanya  merasa tidak mampu untuk mengurus semua persyaratan 

yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2022. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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 Bahwa karena persyaratan Pihak Panitia Calon TNI-AD tahun 2022 

tersebut, maka Pemohon selaku Abang Ipar telah diberi kuasa untuk 

itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan 

sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam 

kaitannya menandatangani semua persyaratan yang diperlukan dalam 

seleksi Calon TNI-AD tahun 2022. 

 Bahwa untuk menguatkan Pemohon dalam penetapan wali tersebut, 

Pemohon turut melampirkan fotocopy surat-surat bukti yang telah 

diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 

telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, sebagai 

berikut: 

1) Kartu Tanda Penduduk Pemohon 

2) Kartu Keluarga Pemohon 

3) Kartu Tanda Penduduk Orangtua yang Diwakilkan 

4) Kartu Keluarga Orangtua Anak yang diwakilkan 

5) Akta Kelahiran anak yang diwakilkan 

6) Akta Nikah Pemohon 

7) Kartu Tanda Penduduk anak yang diwakilkan 

8) Surat Kuasa Orang Tua 

9) Ijazah Sekolah anak yang diwakilkan mulai dari SD-SMA 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak 

Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan 

memutus perkara ini sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 

2. Menyatakan bahwa Pemohon ANTONI BERAMPU, S.Pd.MPd adalah 

wali dari ADE SUPRIANTO BERAMPU untuk menandatangani semua 

persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon TNI-AD 

tahun 2022. 

3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang 

timbul dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan 

Pemohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan Kuasa meskipun telah 

dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan yang dibuat 

oleh Dwiwati Mardiana Tumangger, Jurusita Pengganti pada Pengadilan 

Negeri Singkil Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skl tanggal 06 September 2022 dan  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skl tanggal 12 September 2022 yang dibacakan di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon 

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus 

dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan 

gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini; 

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang 

bersangkutan; 

MENETAPKAN 

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur; 

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 

oleh Fachri Riyan Putra, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan 

diucapkan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik yang terbuka 

untuk umum oleh Hakim tersebut pada  hari dan tanggal itu juga, dengan 

dibantu oleh Yasir Al-Manar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada 

Pengadilan Negeri Singkil dan dihadiri oleh Pemohon melalui aplikasi E-

Court pada jaringan internet publik; 

Panitera Pengganti 

 

Yasir Al-Manar, S.H. 

Hakim 

 

Fachri Riyan Putra, S.H. 

 

Perincian biaya perkara:            

1. Pendaftaran (PNBP) ...............  

2. ATK  ........................................  

: 

: 

    Rp 30.000,00; 

    Rp100.000,00; 

3. Materai  ...................................  :     Rp 10.000,00; 

4. Redaksi  ..................................  :     Rp 10.000,00; + 

    Jumlah :     Rp150.000,00; 

                                               (seratus lima puluh ribu rupiah) 

1. Panjar Perkara………………... 

2. Biaya Perkara  .........................  
: 
: 

Rp160.000,00 
Rp150.000,00 -  

 

Jumlah Sisa Panjar Perkara : Rp10.000,00  
                                                         (sepuluh ribu rupiah)  
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